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Tentang
HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
DALAM BENTUK IURAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

IKomisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelindungan pekerja dan keluarga dari
risiko  kemiskinan, penjaminan keberlanjutan hidup, dan
peningkatan  stabilitas  sosial  perlu  jaminan  sosial
ketenagakerjaan;

b. bahwa terdapat pekerja rentan karena keterbatasan penghasilan
tidak mampu membayar iuran sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan;

¢. bahwa ada pertanyaan dari BP]S Ketenagakerjaan dan Komite
Masional Ekonomi dan Kuangan Syariah (KNEKS) tentang hukum
pentasarufan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk iuran
kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;

d. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu
menetapkan fatwa tentang Hukum Penyaluran Zakat, Infak, dan
Sedekah Dalam Bentuk luran Kepesertaan [aminan Sosial
Hetenagakerjaan agar dijadikan sebagai pedoman.
MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

a. Ayatal-Qur'an tentang perintah menunaikan zakat, antara lain:
(103 2501 . e o3 pdialad Lo fial 5 15

Ambillalh zakat dari sebagion harte mereka, dengan zakat ity
kamu membersihkan dan mensucikan mereka... [Q5. al-Taubah
[9]: 103)

ST 3 18 415115 e Cdel T3 il 500
RS e ST5udl (2 B AL 2T 1375 0T e 33 CnasitlTs

[60 211
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyaleh wntuk orang-oreng
fakir, orung-orang miskin, pengurus-pengurus zaket, para

mu allaf yang dibujuk hatinpa, untuk {memerdekakan) budak,
arang-erang yang berhutang, untuk jelan Allah dan untuk
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mereka yuang sedang dalam perjolanan, sebagai suaty
ketetapan yang diwafibkan Allah, dan Alloh Maha Mengetahui
lagi Maha Bijaksana, (S, al-Taubah [9]: 6£0)

b. Ayat-ayat al-Quran tentang larangan herbisnis dengan cara
vang batil, di antaranya:

G B3l 35 51 W1 ety iy igai KL o 13kl il G0

opSia ot
“Hal orang wyang beriman! Jonganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuall fika berupa

perdegangan yang dilandasi atus sukarela di antara kalian...”
(Q.5. al-Nisa' (4): 29)

Al 5wl 113 il 226 G S haishy anl 1,30 1,00 22l G

*E‘.. _...ilu_.h:ril:'_

“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
hendalklah setiap orang memperhatikan apo vang telah
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah
kepada Aliah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang
kamu kerjakan.” (Q.5. al-Hasyr (59): 18)

¢, Ayat-ayat al-{uran tentang perintah untuk memenuhi
perjanfian (akad), di antaranya:

SEFCUNH [ARUF

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” [(.5. al-
Ma'idah (5): 1)

*:f;.... &8 agall 51 Tadly 135405,

“~dan  penuhilah  janji, karema jonfi itw pasti dimintg
pertanggungjowabannya.” (5. al-lsra’ (17): 34)

d. Ayat al-Qur'an tentang perintah saling tolong menolong dalam
kebaikan, antara lain:

Ol lailafaially @il e 15l30ad g Badila 1) e 13305
apkial) Jials

“.dan  tolong-menclonglah  kamu  dalam  [mengerfakan)
kebafikan dan takwa, dan jangen tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,
sungguh, Ailah sangat berat siksaan-Nya.” [(L.5. al-Ma'idah [5):

2]
7
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€. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk melaksanakan amanah
dengan penuh tanggung jawab, antara lain:

154855 51 el s s 1305 il ) kel 19338 5 el o )
e Gadade B Wl &1 &y fellans Lias dlh &l 0l

“Sungguh, Allah menyurubmu menyampaikan emanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apobile kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetaplkannya
dengan adil Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat.” ((.5. al-Nisa® [4): 58)

-y a5 AT el gl 35008 Lasg p&lns B (1S
“.maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itw menunaikan amanatnya dan

fendaklah ie bertakwa kepads Allah Tuhannpa..” [Q.S. al-
Bagarah [2): 283)

£ Ayat al-Qur'an tentang larangan melakukan
transaksi /perjanjian/akad yang mengandung unsur riba,
antara lain:

ol 318 caaba A8 Ol ) B o e 15355 0 Vo230 gl 33000 12T
¥ 50al st kIS A2 5 Lt il 3 ooy G 13
-I.-..J;-'I-'I -i‘l-' il "1!} ".:J‘- 4 ! I'[, g

“Hai erang yang beriman! Bertokwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba {yang belum dipungut) fike kamu orang
heriman.” fika kamu tidak melaksanakannya, maka
umumbkanlah perang dari Alluh dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu
bertobat, maka kamu berhak atas pokek hartamu. Kamu tidak
berbuat zalim {merugikan) dan tidak dizalimi (dirugilan].” [QS.
al-Bagarah (2): 278-279)

g Ayat al-Qur'an yang menjelaskan keterbatasan pengetahuan
manuasia akan apa yang terjadi di hari esok, maka perlu
herikhtiar sebelum bertawakkal, antara lain:

Jed (5,05 L AL 8 La e i RS B Ale J05e it )
i = __Jl:’ = - P S TR ~pE=s g T
.fﬂfif;ﬂ.ﬂw|gﬁ&j.’ﬁ¥ij|§lf:ﬁé},uﬁj1#w9§|ah

“Sesungguiinya hanva di sisi Aliah ilmu tentang hari Kiamat; dan
Dia yang menurunkan hujon, dan mengetahui apa vang ada
delam rahim. Dan tidak aeda seorang pun yang daopat
mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok,
Dan tidak ado seorang pun yang dapat mengetahui di bumi
mana dic akan mati. Sungguh, Allah Moho Mengetahui, Maha

Mengenal.” (Q.5. Lugman [31): 34) }{
¥
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2. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

a. Hadis yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat
Islam dan kepada siapa zakat didistribusikan;

Cin iy aille 400 oo ol gy G aife A0 (g i )
Reut) lis Jal 238 e 085 B U il e Lk 2 5551505
Oah 4B 4 (T a8 a0 1oz 1303 < B3lis 440) ek 3 s 3
8 0 3 i T 543 gl gt 5 i gl
G35 e 143 Ly Vbl 1306 aehdl Je S5 agtal G 65 A0

(gsbseall sl e 0 J13a1 ast€
Dari Ibru ‘Abbas ra. bohwa ketika Nabi shallallahu alaihi
wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata:
"Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal
pertama yang kamu da'wahkon kepada mereko adaloh
mengajak mereka untuk menyembah Allah. fika mereko telak
mengenal Allah, maka berftahukanloh kepoda mereka hahwa
Allah mewajibkaon mereka entuk melokulan shalae lima wolktu
sehart semalom. Jika mereka telah meloksanakannpa, maka
beritahukanlah  bahwa Allah  mewajibkan  mereka  untuk
membayar zakaot dari harta mereka yang akan diberikan kepada
orang-orang fagir darf kalangan mereka, fika mereka telah

menaatinya, maka ambillah dari mereka {sesuai ketentuannya)
dan peliharalah kesucian harta manusia®, (HR. al-Bukhari)

i & “splag ke 0l Jia 0 Ja 2 6 06 e bl gy (6 (2
Send Ol i A el 535 adal 3 dnakidl el e (s
53 anlied Tl {513 W1 ARl fiag Lis I3k 1k (3] 3] 2Hald

(el slay) TS Gle g 13 Ulies 2al22)
Dari All ro. berkata: Rasululloh shallollahu alaihi wasallam
bersabda; "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada
orang-crang muslim yang kaya atas harte mereka yang
mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan
tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidek memakai pakaian
(sama sekali] kecuali karena orang kaya tidak menunaikan
zokot. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah  akan meminta
pertanggung-jawaban  mereka (orang kave yang tidek

berzakat) dan akan menyilse mereka dengan siksaan yang
pedih”. (HR. al-Thabarani)

W/

Komisi Fatwa Majelis Uama Indonesia




Fatwa MUI tentang Hukum Penyaluran ZI5 Dalam Bentuk Iuaran Kepesertaan Jamsostel I5

b. Hadis yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi
tertentu;

Jlani " el e 00 oo <l a8 o8 o0k s f G2
old e i laf i 31 il el i V) 40 Sl
(gadl o) "l Junsu 3 32 31 oyl 31 e, LaKAL) Y550 5 g e
Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra fa berkata: Rasulullah
shallallohu alaihi wasallom bersabda: Shadagoh [zakat) tidok
halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dolam lima
kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada
yang bekerfa [amil) mengurus zakat, kepade yang punya
hutang, kepado orang yang membeli zakatnya dengan hartanya,
atau kepada orang yang punya tetangge miskin lantas ia
bersedekah atus orang miskin tersebut kemudian si miskin
memberi hodiah si kaye. (HR. Al-Baihagi)

. Hadis yang menjelaskan bahwa orang yvang tertimpa musibah
dan menjadikannya miskin dapat menjadikannya sebagai
orang yang berhak untuk menerima zakat:

Al il gy E3516 i Sand 16 (0 34 o s (2
3 U6 g o 5alid dansal Gk o aal g s LT s e
AR PES 1_]-5.-7«_-411_‘- 358 a3l ) fa W AL ) a8 L G

£ x 41

EJad A0 Sa e Rl ARkl By At A8 1 Je A
Uoip e s Bliw J0 3 pie Ga L8 cueed So ALl &
Lo Eilial JiT 4038 (a Leaell 653 fa 256 a5k 25 4306 4Ll
HE (130 B 51 e (e U3 casead S5 UL U dad G0

(il slgs] Ui oo KB B &g G AL G (bl a3
Dari Qobishah bin Muharig al-Hilaly, ia Emrkdr.:r.- Aky membawa
beban berat, lalu mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi
wasaliam, lalu aku bertanva kepada Nabi shallallahu alaihi
wasallam tentangnya. Beliau menjawal: “Tinggallah kamu
sampal shadageh datang, lalu karmi memberikannya padamu”,
Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersahdu: Ya
Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuall
untuk tiga orang; seseorang yang membawa beban berat, maka
halal  baginya  meminta-minta  sampai  memperolehnyo
kemudian menghentikannya; seseorang yang tertimpa bencana
vang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta
sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali; dan
seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari
raumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka
halal baginyn meminta-minta sompai mendapat mokanon
wntuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar
ity haram ya Qobishah, makan dari hasilnya pun haram.” [HR,

Muslim] % i/

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia




Fatwa MUI tentang Huekum Penvaluran 215 Dalam Bentuk luaran Kepesertoan Jamsostek |6

d. Hadis tentang keutamaan tolong menolong, antara lain:
U ey ale bl o ol Jgas JL8 JU8 i <l g 85000 o1 e
a3d 5 (o 8058 e A Gl LN 8 00 T8 e e
- s Eg e e juid [ ok - 5 7 B o o r =
T g o513 Loadl g e il 500 el e Gl a3 Aalal!
Gy § ! G Lo il 3 @ Al 15 GIAN 3 A e it
Ayl
Diriwayatkan dari Abu Huragirvah ra ia beriata: Rasulullah
shallallahu  aloihi  wosallam  bersabde:  “Siapa  yong
menyelesaikan  kesulitan seorang mu'min  dari  berbagai
kesulitan-kesulitan dunia, niscayae Aflah okan memudahian
kesulitan-kesulitannya i hari kiomat Dan siapa  yang
memudahkan arang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah
mudahkan baginpa o dunmio dan akhirat; dan siagpa pang
menuiupi foib) searang muslim, Alleh akan tutupi aibnya di

dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama
hamba-Nya menolong saudaranya.” [HR. Muslim|

s D U Jgay JU U Lo alll by ady (w pleasdl e
ek Lia SE5115) el s fupabolily s fuga g 315 8 el

il il acsel) lic dd p1GE
Diriwayatkan dori Nu'man bin Basyir ra fo berkata: Rasulullah
shallallehu alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan orang
bertman dolom kasih savang, saling mengasibi dan mencintal

bagaikan tubuh (yang satu); jikalaw setu bagian menderita sakit
maka bagian lain akan turut menderita.” [HR. Muslim]

¢. Hadis tentang pentingnya [khtlar sebelum tawakkal, antara
lain:
(55 0 Jaki s 55 il Einate JUB (gt 355 9l 0 3l e
B Glak) B B3l B il sl il W i 0
Diriwayatkan dari al-Mughirah bin Abl Querah al-Sadusy
berkata: Saya mendengar Anas bin Mallk ra  berkato;
“Sesearang bertanva kepada Rosulullah saw. terkait
wintanya, apakah saya (boleh] membiarken [tidak
mengikat] wnta saya kemudian bertawakkal [kepada
Allah)? Rasulullah s.a.w. bersabda: "lkatlah untamu dan
bertawakallah (kepada Allah).” (HR. al-Tirmidzi dan al-
Baihagqi])
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f. Hadis tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah
untuk mufakat (al-Shulhu):

oy &l 025 (2 4l 52 30l Gl 03 9,00 o 0 ke 3 05 (e
555 Lelio ) fnalidl 3§15 alkal g Al e 4 Jia &
351 51 Bls 2 by d ) agenyds Je Gealindly s a1 3 ol
b
Diriwayathkan dari [Katsir bin Abdullah bin Amru bin "Auf Al
Muzanif dari [ayohnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Shulh (penyelesaian
sengketa melalol musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan
di antara faum musiimin kecuali shulh yong mengharamfan
yang halal atou menghalalkan yang haram; dan kaum musiimin
terikat demgan syoral-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal ateu menghalalkan yang haram.”
[HR. al-Tirmidzi)
g. Hadis yang menjelaskan bahwa pemimpin ikut bertanggung
jawab atas kewajiban keuangan bagi orang miskin:
0y Said Saki 2113 0 plins ile W L ol G2 550 T Gk
L2l 31 1053 353 e 18 4 Ll 30 G191 abd e el 2 )
O e Agandl Q16 Wl ohs 8 e UG
Diriwayathan dari [Abu Hurairah] dari Nabi shallallahu ‘alaihi
war sallam, beliou bersabda: "Demi dzat yang jiwa Mohammad
herada di tangan-Nya, tidok ada seorang mukmin di muka bumi
ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka duri diri
mereka sendiri, maka siapa sajo yang mati meninggalkan
hutang otaw anak yang butuh santunan maka akulah walinya.
Dan siapa saja dari kallan yang meninggalkan harta, maka

(harta tersebut] umtuk ahli waris yang tersisa." (HR. Imam
Muslim}

h. Hadis yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu dan
kondisi yang ada untuk beramal sebelum waktu atau kondisi
tersebut hilang, antara lain:

ol s aile 0 Joo o0 gy (U2 U Lo 4l (908 el 0l e
Cikied (Hla3h (45 AL wad 5 Luis e rhland 349 U35
Slsha b GBS (Ald (LB Gle b J1,A0 (148 OMeg Jleh L 115
“Rasululiah s.o.w.bersabda dalom rangka menasihati seseorang;
pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara:
sehatmu sebelum sakilmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu

sehelum miskin, wektu luangmu sebelum sempit, hidupmu
sebelum matime. " (HR. Hakim)
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3. Kaidah Fikih, antara lain:
il e 2305 8l A1) dsipyl oSl g el
"Padu dosarnya, segala sesvaty dalam muamalah boleh dilokukan
sampai ada dolil yang mengharamkannya®

i 15
“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat
mungkin®
LI el
“Segala madharat fbahaya, kerugian) harus dikilangkan”
bl Ly a2esl el i
“Tindakan atau kebijakan Imam [pemerintah) terhadap rokyat
harus berorientasi pada mashlahat”™

il et fala 501
"Penguasa (negara) diperintahkan untuk membuat kebijakan pang
selalu mengacu kepada kemaslahatan”.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Nihayatu al-Muhtaj ila
Syarhial-Minhaj (6/161-162) bahwa zakat didistribuskan kepada
orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta
dimungkinkan didistribusikan secara bertahap dan sesuai
kebutuhannya, sebagai berikut:

45LES) 53l W Alyony LulaS Lagia [ (paeind 1 ) (8l Sl Juil)
;:iail,__i;.a,.:nﬂ'.l Fio ) s e ALK liands A 8 SE3 50 (A
OY 1ia 5 G (o) () it 018S) Late B i (el Us3)

oy fin el agle 2542 36 G S0 ) (ans B 450E) S
(Bagian Orang fokir dan miskin}, fila keduanya tidak mampu uncuk
bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zaleat
sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-
ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapot vang paling
kuat sebagoimana tercantum dalem kitab al-Umm. Sedangkan
pendapat  jumbur wlomo adalah  diberikon kepada mereka
sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rato-rata
umur hidup manusia, karena tufeannya adalah mencukupi
kebutuhan hidupnya dan itu adaleh satu-satunyo cora, Koleu

wmurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi
setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

Ol 4z Al i Jaindd Sl U3 30 S A0 4uiS K [yl (3 il
h T
sy 3Le jlazely BIE A5, BT 4ua&) e oty Jaidh las 31 258
Jika sesearang mempunyai kterampilon Kerja, make diberikan
kepadonya uwang untuk membeli sarana pekerjaan, meskipun
harganya mahel Atau jika seseorang pintor berdagong, mako

dibertkan kepadanya moda! berdagang dan  besoarannya
disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya. %
o
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SLAS (3 o J3 gl Goby i 128 el aaas IR 050 30 8T 2 35
ti 4 g 3 gt e Bty 5 1 Gl A0 ol i i
Jika seseorang mempunyai multi kempetensi kerja, maka diberikan
dina untuk membeli alat atau modal kerfa minimum. [ika salak
satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, make cukup diberikan
kepadanya sehagion saja. Jike saotu bagion kurang menculoupi,
maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti

properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi
kebutuhannya.

8 a2t 300 Sl 4 i otz U5 S ¥ (n ety S50 il
A2 53 (e 4y 525 (At plae) (o A208) is ki s (00

e Losl
Duan tiduklah dimaksedkan di sini —orong yeng tidok dapat
bekerjo—diberikan dara tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi
dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau
kebun yang pemasukennya dapat digunakan untuk mencukupi

kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjodi mustahiq zakat, serta
bisa diwariskan.

2. Pendapat ulama yang menjelaskan bahwa zakat tidak boleh

disalurkan kepada non muslim, di antaranya:

- Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’ juz 6 hal.
228:

¥ 1085 JO 5855 laall 3652150 3 ) 1583 e rod 435 S3is
JUI 565 8 fspad o AT Al el a0 16 Gale 4 Cbls
Upala o 8,ak Hed Ahis ol 350 Jlaall 563 8 1,45515 2210 )

G G gl 1538 g GG 5505 agi 0o s
Menurut madzhab Syvafii zokat tidak boleh diserahkan kepada
non muslim. Tbnu Mundzir berkata: "Ulama telah bersepakat
bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmy.
Adapun zaket fitrah uwlama’ berbeda pendapat; imam Abu
Hanifah, ‘Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-

Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada
pendeta”

- Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-Muhgni juz 2 hal.
487:

385 51 ol ladl Jal G alad o (atplil o . 0080 ¥3) 113 - A0Ls
die ladni Ga 28 aasl LAl Aol g6 Lyl Vi 6 aii Y I
i 154801 585 foa Jand ¥ 2230 AT odall LT (e
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(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat
ada pertedaan bendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak
haleh dibagikan kepada nonmuslim dan budak. [bnu Mundzir
berpendapat "Bahwa wlama telah bersepokat bahwa zakat mal
tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmy walau sedikic™

- Pendapat Syaikh Khatib as-Syarbini dalam kitab Igna’, halaman
349:

pelel pa Ao 381 ol i) B s ¥ (i)
LLES it 5S Gpoms pargamis Jadlalls Jlazelly JLSH pad gl 2 de 57

- B e RE RN, PN [PORRO TS
"Vang kelima, tidak sah zakal kepada non-Muslim karena hadits
al-Bukhari dan Musiim ‘Sedekah yang diambil dari orang kaya
mereka (Muslimin)', kemudian diberikan kepada orang fogir
mereka (Muslimin). Namun, penakar, pembawa, penfaga dan
sesomanya boleh dari seorang non-Muslim yang upahnya

diambil dari bagian amil, sebab hal tersebut adaloh upah, bukan
zakat.”

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana
Zakat untuk Kegiatan Produktl dan Kemaslahatan Umum
Tanggal 2 Februari 1982;

4. Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah;

5. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal
dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar
Modal;

6. Fatwa DSN-MUI No: 51/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad
Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;

7. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/II/2006 tentang Akad
Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;

8. Fatwa DSN-MUI No: 53/DSN-MUI/IL/2006 tentang Akad Tabaru'
pada Asuransi Syariah;

9. Fatwa D5SN-MUI No: 62 /DSN-MUIL/XIL/2007 tentang Akad Ju'alah;

10. Fatwa DSN-MUI No: 88/DSN-MUI/X1/2013 teatang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip
Syariah;

11. Fatwa DSN-MUI No: 99/DSN-MUI/XI/2015 tentang Anuitas
Syariah untuk Program Pensiun;

12. Fatwa DSN-MUI No: 110/D5N-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual
Beli,

13. Fatwa DSN-MUI No: 112 /DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ljarah;

14. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Walealah bi al-Ujrah;

15. Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUL/IX/2017 tentang Akad
Syirkah;

16. Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MULAX/2017 tentang Akad
Mudharahah;

17. Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/VIT/2019 tentang Akad
Wakalah bi Al-Istitsmar:

18. Fatwa DSN-MUI No: 139/DSN-MUI/VIIL/2021 tentang Pemasaran
Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah.
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19. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor
147/DSN-MUI/XI /2021  tentang Penyelenggaraan  Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

200, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Kematian [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6893);

23. Hasil dari tiga kali Focused Group Discussion (FGD) bersama BP|S
Ketenagakerjaan yang berakhir pada tanggal 28 Agustus 2025,
Adapun poin hasil diskusi anatara lain:

a. Penggunaan instrumen LAZ [Lembaga Amil Zakat) bukan
untuk menggantikan peran negara atau pemberi kerja,
melainkan melengkapi intervensi negara dalam menjangkau
kelompok rentan.

b. Negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan, tapi jangkauan
ke kelompok mustahik yang bekerja belum sepenuhnya
optimal bila hanya mengandalkan mekanisme konvensicnal.
Dalam konteks seperti ini, diperlukan alternatif pembiayaan
agar mustahik yang bekerja tetap terlindungi, maka di sinilah
LAZ dapat menjadi jembatan melalui optimalisasi dana zakat,
infak, dan sedekah.

¢. Pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi
pekerja rentan dari zakat, infak, dan sedekah diyakini dapat
memperluas cakupan perlindungan ke kelompok yang
selama ini belum tersentuh jaminan sosial dan dapat
meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan,
karena mustahik menjadi lebih resilien terhadap risiko kerja
dan kematian.

vl
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d. Skema kolaboratif antara BP]S Ketenagakerjaan dan LAZ
dapat dirancang sebagai berikut:

1) ldentifikasi dan verifikasi mustahik binaan oleh LAZ.

Z) Penetapan skema iuran JKK dan JKM untuk masing-
masing mustahilk

3] Pemanfaatan dana zakat (atau dana sosial keagamaan
lainnya) untuk  membayarkan  iuran BF]S
Ketenagakerjaan.

4] Registrasi mustahik ke dalam program BPU [Bukan
Penerima Upah) BP]S Ketenagakerjaan.

5) Monitoring dan evaluasi dampak sosial, baik dalam
perlindungan maupun peningkatan status sosial ekonomi
mustahik.

6] Bila memungkinkan, disiapkan juga mekanisme transisi
bagi mustahik yang kelak naik kelas menjadi muzalkki.

e. Adapun skema kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan
BAZNAS dan LAZ hanya mencakup dua instrumen utama
yaitu jaminan kecelakaan kerja [JKK) dan jaminan kematian
(JKM) yang merupakan perlindungan dasar bagi pekerja dari
risike kerja dan kematian sehingga lebih realistis dibiayai
melalui dana zakat.

24. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang

Pleno Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 13

Oktober 2025 bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir1447 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PENYALURAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH DALAM BENTUK I/RAN KEPESERTAAN JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pertama :  Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalzh salah satu bentuk

pelindungan sosial untuk menjamin seluruh pekerja agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya vanglayak di bidang
ketenagakerjaan.

luran adalah sejumlah wang yang dibayar secara teratur oleh

peserta dan/atau pemberi kerja.

3. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal atau pekeria
bukan penerima upah yvang berpenghasilan rendah, memiliki
risiko tinggi, dan tidak memiliki kemampuan finansial yang
memadai  untuk  mengikutl program  jaminan  sosial
ketenagakerjaan secara mandiri.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan kepada
fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan
oleh Majelis Ulama Indonesia.

Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya Pemerintah wajib bertanggungjawab atas jaminan
sosial ketenagakerjaan terhadap pekerja rentan.

2. Dalam hal juran jaminan sosial ketenagakerjaan pekerja rentan
tidak terjangkau oleh Pemerintah, maka iurannya boleh dibayar
dari dana infak dan sedekah.

b3

Kedua

e
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3. Dalam hal dana infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada
angka 2 tidak mencukupi, maka iurannya boleh dibayarkan dari
dana zakat bagian fakir dan miskin.

4. Zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan dalam bentuk furan
jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan wajib dikelola
sesuai dengan prinsip syariah.

Ketiga :  Rekomendasi
1. BPJ5 Ketenagakerjaan harus menyusun S0P tentang tata kelola
keuangan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sesuai
dengan prinsip syariah serta memperluas layanan syariah di
seluruh wilayah operasionalnya.
2. BPJS Ketenagakerjaan, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil
fakat, dan masyarakat agar menjadikan fatwa ini sebagai
pedoman dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Keempat :  Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan
penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyeharluaskan

Fatwa ini.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Rabiul Akhir 1447 H.
13 Oktober 2025 M.
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, kretaris,
=
= Yt
KH. JUNAIDI KH. MIFTAHUL HUDA
Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESI
tuh Umum,
KH. ANWAR ISKANDAR HAMIRSYAH TAMBUNAN '
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